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Peran minyak bumi dalam penyediaan energi nasional masih

dominan sedangkan cadangannya relatif terbatas

1970
M.Bumi: 88%
G.Bumi : 6%
B.Bara :1%
T.AIr : 50
P.Bumi : 0%
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2002
M.Bumi: 54%
G.Bumi :23%
B.Bara, :17%
T.AIT 2401
P.Bumi : 2%
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5. Potensi konservasi energi di semua sektor memiliki peluang penghematan

yang sangat besar yaitu antara 10% - 30%

FAantn 2002

_ Potensi Konservasi
Konsumsi Total

Sektor :
(Ribu SBM) (Ribu SBM) (%)
Industri 194.356 29.153 — 58.307
Transportasi 169.730

Rumah Tangga

: 134.630 13.463 — 40.389
& Komersial
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KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (KEN)
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Sasaran

B \Vl2ringicainya oaran 9seis 2n2rgl yarlg meancaran K2oacla fnaicinisma
Qalselr,

E [a2rcapainya rasio 2l2iriilicst seoasar 90% ozcla iz 2020,

o \V2ningiainya gangsa 2r2 gl 2 roarcuican no-nidro sicila gasar
manjaci sgurarg-Kurarngnysa 5% ozl znun 2020,

B Terwujuednya infrasirti<iur 2n2 el g mennou marmaucsinmealican aidse
(nasyaraici rnzclan an2rgl.

B \Veningiainyea emiiraan siraiggis aniara g2 rusanasan 2n2rgi domasiis
dangan ini2rnzsiorel,

E o \V2nurunnyz ini2nsiias o2nggunzen 2n2rgl saoasar 1% oar n),

P V2ningiainya o2ngegunaern <cncduncgzn loicl dan o2ran scdm nasiorel
clalzin inclusirl 2nrel.
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Langkah Kebijakan Energi

Langkah intensifikasi a meningkatkan ketersediaan cadangan
energi khususnya energi fosil

Langkah diversifikasi a meningkatkan penganekaragaman
PENggunaan energi alternatif (batubara, gas, dan energi
terbbarukan)

[“angkah kenservasi a meningkatkan efisiensi pemakaian energi

LANGKAH PENDUKUNG
Pengembangan infrastruktur energi
Penetapan mekanisme pasar
Perlindungan masyarakat tidak mampu
Pelestarian lingkungan

Kemitraan pemerintah dan swasta
Pemberdayaan masyarakat
Pengembangan litbang dan diklat
Pemberdayaan fungsi koordinasi
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Rencana Aksi

Industri Hulu:

« Minyak Bumi, Gas Bumi, Batubara

« Panas bumi, Tienaga Air, Energi terbarukan lainnya
*  Energi Nuklir, Energi baru lainnya

|ndustrd Hiliz:

s BBM

s (&ns Pipa

. G dan LPG

. tenagalistrikan

PEfia{faatan Energi:

. "RUmah tangga dan Komersial
¢ Industri

¢ Iransportasi

Pengembangan SDM
Penelitian dan Pengembangan
Pemberdayaan Masyarakat dalam penyediaan energi
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IMPLEMENTASI KEN

8 Kebijakan Enengi Nasional (KEN)‘akan menjadi' acuan bagi
semual pelakuisektor enengi sehingga' kebijakan sektor:
terkait akanisaling terintegrasi dan terkoordinasi dengan

bailk

8 Pelaksanaan KENsecana konsisteniakan memberikan
manfaat .ekonomi, sosial, lingkungan dankeamanan
pasokan'energi'secara nasional'(energy/ security of supply)
yang mendorong terciptanyapembangunanberkelanjutan
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Tujuan Penyelenggaraan Usaha Ketenagalistrikan
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Rasio Elektrifikasi (%) Yang Ingin Dicapai Di Propinsi Atau Sistem Tenaga Listrik
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Kebutuhan Dan Penyediaan Tenaga Listrik
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Pangsa Energi Untuk Pembangkit

39,96 J \AW Y mg erdiri atas rn|I|.< HI N 21.112 MW ("’ 3 ”o) rl-m on HI N ie) '1/0 MW

. Pangsa energi teroarukan (tenaga air, panas bumi dan blomassa) untuk
pembangkitan tenaga listrik masin Ke: cil 14 %)

PLTG
9%
PLTD
PLTGU
18%
PLTA
11%
PLTU / ET Lainnya -
0.1% 204
31% 1.1% v
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1. PERKEMBANGAN PERATURAN DI BIDANG

'KETENAGALISTRIKAN -
| Uu1snees UU 2211999 Uu 2012002 VU 3212004 UU 1611985 Berlaku
PP 1011528 PP 25/1996 PP 54003 il . f kembali
PP 25/199% |
|
v
Y
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POKOK-POKOK PERBEDAAN UU NO. 15/1985 DENGAN UU NO. 20/2002
TENTANG KETENAGALISTRIKAN

NO. SUBSTANSI UU NO.15/1985 UU NO. 20/2002 KETERANGAN
1. Prioritas Pemanfatan | Tidak diatur Diutamakan penggunaan :
Energi Primer » sumber energi terbarukan
setempat
+ Penggunaan energi primer
dalam negeri
2. Rencana Umum RUKN oleh Pemerintah | «+ RUKD oleh Pemda
Ketenagalistrikan + RUKN oleh Pemerintah

+ Rencana Pengembangan
Sistem Tenaga Listrik oleh
Pengelola Sistem

» Rencana Penyediaan "“"Badan usaha yang
Tenaga Listrik oleh Badan memiliki wilayah

Usaha” (non kompetisi) usaha
3. Struktur Industri * Terintegrasi Vertikal « Terintegrasi Vertikal
Tenaga Listrik - Terurai + Terurai
+ Kompetisi” YKompetisi hanya di

sisi pembangkitan
dan dikemudian han
di sisi penjualan
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NO. SUBSTANSI UU NO.15/1985 UU NO.20/2002 KETERANGAN
4. Usaha Penyediaan - Terintegrasi Vertikal | - Wilayah non kompetisi: $ Kﬂnifefﬁfsf hanya
Tenaga Listrik « Terurai : ' - Terintegrasi Vertikal ‘,;f’,i‘;n;ﬂ’}?ay,fé’ siap
- Pembangkitan » Wilayah kompetisi: Kompstisi
- iai o diberfakukan
Tr_ansmﬁf' - Terurai: paiing lambat
- Distribusi - Pembangkitan 2007 setelah
- Transmisi* memenihi
ersyaratan
- Distribusi g
- Penjualan
- Agen Penjualan
- Pengelola Pfasar’i‘ ) Dapat digabung
- Pengelola Sistem” dan dilaksanakan
ofelr BUMN
5. Pelaku usaha « BUMN selaku « BUMN, BUMD, Swasta, ! PKUK : Pemegang

PKUKY

« Swasta dan Koperasi
selaku PIUKU™

Koperasi dan Swadaya
Masyarakat selaku PIUPL"?

Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan

T PIUKU .
Pemegeang lzin
Usaha
Kelenagalistikan
unrtuk Umum

) PIUPL : Pemegang
Izin Usaha
Fenyechaan
Tenaga Listrik

Kebijakan Pemerintah Di Sektor Energi dan Pembangkitan Tenaga Listrik




NO. SUBSTANSI UU NO.15/1985 UU NO.20/2002 KETERANGAN

10. Pengaturan Harga Pemerintah « Wilayah non kompetisi

Jual Tenaga Listrik - Pemda untuk off grid

- Pemerintah untuk off
grd yang lintas propinsi
dan yang on grid serta

usaha yang diselengga-
rakan oleh BUMN

+ Wilayah kompetisi:
- Pembangkitan:mekanis-

me pasar

- Penjualan: konsumen
TT/ TM? mekanisme VTT : Tegangan
pasar, konsumen TR" Tinggi
diatur Badan Pengawas | 4 7u1 . 7egangan
Pasar Tenaga Listrik Menengah

- Transmisi dan distribusi: | 1 7 . Tegangan
diatur Badan Pengawas Rendah
Pasar Tenaga Listrik

11. Regulator di Bidang | Pemerintah + Wilayah non kompetisi
Bisnis Tenaga Listrik

-Pemda untuk off grid

-Pemerintah untuk off
grid yang lintas propinsi
dan yang on grid serta
usaha yang
diselenggarakan oleh
BUMN

- Wilayah kompetisi:

-Badan Pengawas Pasar
Tenaga Listrik
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